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ABSTRACT

The closing of bank beku operasi (BBO) or bank beku kegiatan usaha (BBKO) implicates
the transfer of tl}ose banks assets to Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Asset
management unit (AMU), one of BPPN’s division performs this restructuring assets. These
transfers to AMU need some legal investigations by examining the debtor’s and creditor’s
legal documents such as the “credit agreement” and the “collateral agreement”. BPPN’s
design for these legal investigations is focused more on a descriptive exammination than a

legal substance one, For these legal investigations, therefore, BPPN need to change its
concepts comprehensively to obtain optimal legal solution in the restructuring process. In

this article, the author attempts to describe one of the BPPN’s program in examining the
credit asset legally. .

Kata Kunci: BBO, Aset Kredit, Pemeriksanaan Secara Hukum.

I. PENDAHULUAN

Aset-aset bank beku operasi (disingkat BBQO) atau menurut
kebijakan pemerintah tanggal 13 Maret 1999 menggunakan istilah bank
beku kegiatan usaha (disingkat BBKU), selanjutnya istilah yang
dipergunakan penulis adalah istilah yang pertama yaitu “bank beku operasi”
merupakan persoalan yang harus dituntaskan oleh Badan Penyehatan
Perbankan Nasional (BPPN) sebagai kinerja badan independen yang
bertugas menyelamatkan kekayaan negara. Pertanyaan yang dapat
dikemukakan penulis bagi BPPN adalah sampai se¢jauh mana program-
programnya mampu untuk mengatasi persoalan pelik ini?

Salah satu program yang saat ini dilaksanakan BPPN adalah
pemeriksaan secara hukum terhadap aset-aset kredit. Sebagaimana diketahui
aset-aset kredit ini memiliki urgensi yang patut menjadi prioritas BPPN

* Legal auditor BPPN, menyelesaikan pendidikan sarjana hukum tahun 1985 dan magister
hukum tahun 1997 di Universitas Katolik Parahyangan Bandung.
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untuk ditangani sccara khusus, karena bila hal ini dighaikan akap
memberikan dampak yang huruk bagi perckonomian makro  nasjonal,
Tantangan ini kiranya menjadikan pemeriksaan sccard hukum  aset-aset
kredit dari hank heku operasi (BBO) mcrupakan agendd utama yang harug
dijulankan, schehum  dilsksunakan pengalihan ke asct management uni

(disingkat AMUJ),
I DOKUMEN ITUKUM ATAS ASET-ASET KREDIT

Dalam neraca hank (balance sheet) asct adalah unsur yang tercantum
dulam sisi kiri (aktiva) di samping unsur-unsur lainnya. Demikian pula
dengan liabilitics yang tercantum  dalam  unsur-unsur di sisi kanan,
Penanganan lizhilitics telah diatur dalam Keppres Nomor 26 Tahun 1998
tentang Jaminan terhadap Kcwajiban Pembayaran Bank Umum. Dalam
Keppres ini diatur penjaminan atas dana pihak ketiga, yang herlaku untuk
tenggang waktu 2 (dud) tahun yaitu hingga 31 Januari 2000, Asct yang
merupakan unsur aktiva merupakan tuntutan masyarakat agar kekayaan
negara terscbut dapat disclamatkan dengan sescgera mungkin, Sehubungan
dengan hal terschut, perlu kiranya untuk mengetengahkan pengertian
tentang “aset” dan “kredit” dalam konteks perbankan, scbagaimana penulis
kemukakan di hawah ini,

Dalam Black's Law Dictionary dikatakan Assets adalah: “Property
of all kinds, real and personal, tangible and intungible, including, inter alia,
Jor certain purposes, patents and causes of action which belong to any
person including a corporation and the estate of a decedent, The entire
property of a person, association, corporation, or estate that is applicable
or subject to the payment of his or her or its debts” (Campbell, 1990: 117),
Sementara itu, John Downes and Jordan Elliot Doodman menyatakan aset
atau aktiva adalah “Apa saja yang mempunyai nilai komersial atau nilai
pertukaran yang dimiliki oleh bisnis, lembaga, atau perorangan (Downes et.
al,, 1994: 299), Kemudian dalam regulasi perbankan melalui Surat Edaran
Bank Indoncsia No., 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 menjelaskan
pengertian Aktiva Produktif adalah “Semua aktiva dalam Rupiah maupun
valuta asing, yang dimiliki oleh bank dengan maksud untuk memperoleh
penghasilan sesuai dengan fungsinya, yang dalam surat edaran ini meliputi:
a, Kredit yang diberikan; b, Sural-surat berharga, ¢. Penempatan dana pada
bank lain, baik dalam ncgeri maupun Iuar negeri, kecuali penanaman dana
dalam bentuk giro; dan d, Penyertaan,
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janji ’ alas perjanji
Amandement atau addendunt perjanjian kredit. Dokumen perjanjian

accessoire terdiri atas: -
i jami utl:
janji berian jaminan pebendaan, yang meliputt:
" chgﬂ;iT pc;iaz: Junluk memasang l:ipou‘k/kreduw:rb(m, akia
| hipotikikreditverban dan Scrtifikat hipolik/kredztverban, |
b. Surat kuasa untuk memasang hak tanggungan, akta pemberian hak

tanggungan dan serlifikat hak tanggungan,
, Aklga fiducia atav fiduciare eigendom overdracht (FEO),

c

d. Akta cessie,

¢. Akta gadailpand. -
2. Perjanjian pemberian jaminan bukan kebendaan, yang meliputt:

a. Jaminan perorangan (personal guarantee),

b. Jaminan perusahaan (company guarantee).

IL. PEMERIKSAAN SECARA HUKUM ASET KREDIT

Pemeriksaan secara hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk
mempelajari ikatan hukum atas pemberian kredit yang dilakukan antara
kreditur (bank) dan debitur. Hubungan kontraktual antara kreditur (bark)
dan debitur seperti yang tertuang dalam:

a. Doktrin “privity of contract” yang berbunyi: “A4 contract is a private
relationship between the parties who make it, and no other person can
acquire rights or incur liabilities under it (Campell, 1990: 1199),

b. Ketentuan dalam hukum perjanjian tentang keabsahan suatu perjanjian
yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, berbunyi: Untuk sahnya
suatu perjanjian diperlukan empat syarat: (1) Sepakat mereka yang
mengikatkan dirinya, (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3)
Suatu hal tertentu, dan (4) Suatu sebab yang halal. Demikian juga yang
tercantum dalam Pasal 1338 Ayat (1) yang berbunyi “Semua perjanjian
yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mercka
yang membuatnya”,

. Di fiala.m ?a:.sal 1338 tersimpul asas hukum perjanjian yang sangat
pentmg. yaitu Jani itu mengikat dan janji menimbulkan kewajiban yang
gtltru;] :rll[;en;:rlz.l Asgﬁatliukum ini diken‘al sebagai asas kebebasan berkontrak,

pi dapat mengikatkan diri untuk membuat atau

r.nerumu.sl.cafl klausula-klausula dalam suatu perjanjian dan klausula-klausula
ttu memiliki kekuatan seperti layaknya suatu undang-undang,
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Legal opninion (opini hukum) tersebut, kemanfaalar?nya adalah;

(1) Scbagai pendukung bagi pengalihan aset hukum yang fllscrallkan kepada
aset management unit (AMU), di mana laporan pcmenlfsaap hukum aset
kredit ini menjadi bahan pertimbangan dalam reslruk}urnsasn a.set,lfredlt,

(2) Untuk mengetahui sejauh mana asas “orudential - banking te!ah
diterapkan oleh bank beku operasi di dalam persyaratan pemberian
kredit, ‘ . o

(3) Untuk mengetahui keterkaitan pemberian k‘redlt bagi debitur perorangan,
grup debitur dan pihak terafiliasi dan sejauh mana batas.mgkmgmm
pemberian kredit tersebut dilakukan oleh bank tcrsebut sesuar prinsip

yang tercantum dalam butir (2).

(4) Untuk mendeteksi kendala-kendala yang terdapat dalam hubquan
tontraktual antara kreditur dan debitur serta mengupaygkax} solusinya
bagi dipergunakan dalam penyelesaian baik secara legitasi atau non
legitasi. ' o

Penanganan pemeriksaan secara hukum aset kredit im harus
melibatkan tenaga-tenaga profesional yang mengerti lentang scluk-beluk
pemberian kredit yang dilakukan oleh bank-bank tersebut dan mendeteks
adanya kendala-kendala yang melemahkan posisi kreditur (bank) dalam
melaksanakan pemenuhan kewajiban debitur. Tenaga-tenaga profesional
yang dimaksud di sini adalah tenaga yang memiliki latar belakang sarjana
hukum (SH) dengan pendidikan lanjutan di bidang perbankan, sehingga
dapat mengupas persoalan-persoalan di bidang perjanjian kredit dalam dunia

perbankan. o .

Hal di atas sangat penting, mengingat kewenangan kreditur telah

beralih di tangan BPPN dan untuk mengantisipasi debitur ingkar janji

(wanprestasi) dalam pemenuhan kewajibannya, Kejelian seorang legal

auditor sangat diperlukan untuk mempelajari dokumen-dokumen hukum

tersebut,

III. PEMERIKSAAN MENURUT HUKUM SECARA SUBSTANSIAL
ATAU DESKRIPTIF.

Pemeriksaan atas unsur-unsur aset kredit yang dilakukan menurut
rancangan BPPN lebih bersifat ke arah pemeriksaan secara deskriptif.
Dikatakan demikian, karena lebih tertuju untuk mengetahui kelengkapan
data yang dimiliki masing-masing debitur dengan cara menggunakan check
list. Pemeriksaan secara deskriptif ini hanya memberikan hasil bagi
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